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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR ZS TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN PEMALANG

Menimbang

®

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

bahwa dalam pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) terdapat pembiayaan yang tidak terbiayai
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yaitu Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

bahwa untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan PTSL
dan meringankan beban masyarakat peserta PTSL, perlu
adanya pembebasan BPHTB bagi masyarakat peserta PTSL;
bahwa guna membebaskan BPHTB bagi masyarakat
peserta PTSL, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31
Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten
Pemalang perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

di Kabupaten Pemalang;
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Instruksi  Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di
Seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1127);
Keputusan Bersama Menteri  Agraria  dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam

Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
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Menetapkan

10.

dan Transmigrasi Nomor 25/SKP/V/2017, Nomor 590-
3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
(Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor
31);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENDAFTARAN  TANAH  SISTEMATIS LENGKAP Dl
KABUPATEN PEMALANG.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2018

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018

Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 5

Pembiayaan PTSL pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) digunakan untuk :

a. penyuluhan;

b. pengumpulan data (alat bukti/alas hak);

c. pengukuran bidang tanah;

d. pemeriksaan tanah;
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e. penerbitan keputusan pemberian hak/pengesahan data fisik dan data
yuridis;
f. penerbitan sertipikat Hak atas Tanah; dan

g. supervisi dan pelaporan.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 sebesar
Rpl150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bidang tanah
yang bersumber dari APBD.

(2 Selain ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, besaran biaya
dapat ditambah sesuai hasil kesepakatan musyawarah masyarakat
pemohon PTSL dengan biaya paling tinggi sebesar Rp. 250.000,00 (Dua
ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola oleh
Panitia Pelaksana PTSL dan bukan merupakan retribusi dari
Pemerintah Daerah atau pungutan Pemerintah Desa.

(4) Penambahan biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain
dipergunakan untuk :

a. belanja alat tulis kantor (ATK);

b. makan dan minum selama pelaksanaan program PTSL,;

c. transportasi dari desa ke lokasi obyek PTSL dan sebaliknya, yang
besamya tidak melebihi ketentuan standar harga barang dan jasa
yang berlaku;

d. honorarium Panitia Pelaksana PTSL.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi
sebagai berikut
Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah membebaskan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertifikat dalam
Pendaftaran Tanah Sistematik dengan mekanisme sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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(2) Daftar masyarakat penerima pembebasan BPHTB sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 24 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap

ttd

BUDHIRAHARDJO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAHIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJ1 SUGIHARTO, SH
fmbina Tingkat I
NIP. (19670510 199603 1002



